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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA

KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan

efektivitas kerja aparatur di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun

2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di

Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan

Efektivitas Kerja Aparatur, perlu disusun petunjuk teknis

tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang

efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis

Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015

tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang

standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Kerja Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 492);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN

PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam

menjalankan tugas dengan baik dan tepat (tidak

membuang waktu, tenaga, biaya).

2. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

seberapa jauh target baik kuantitas, kualitas, dan waktu

telah tercapai.

3. Pejabat Pembuat Komitment, yang selanjutnya disingkat

PPK, adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara.

4. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah

unit organisasi lini Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki
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kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

5. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pemilik pekerjaan

yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di

Luar Kantor di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus

disertai dengan Surat Penyataan PPK dengan format sesuai

form yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Prosedur penggunaan ruang pertemuan/rapat di luar kantor

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana

tercantum dalam Format A dan Format B Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Laporan penyelenggaraan kegiatan pertemuan/rapat di

luar kantor disampaikan oleh Satker kepada Inspektorat

Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 10 dan

dilengkapi data pendukung yaitu surat Tugas, surat

pernyataan PPK tentang tidak tersedia ruang rapat

dengan fasilitas yang memadai, daftar hadir, dan laporan

kegiatan.

(2) Laporan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format laporan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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(3) Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap

pertemuan/rapat di luar kantor secara berkala untuk

menilai ketaatan, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas

kegiatan.

(4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sesuai program kerja yang disusun oleh Inspektorat

Jenderal.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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